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: PKP Temukan

erugian Negara

l' Dugaan Mark Up Pembangunan FISIk di Desa Satra

e

SEMARAPURA, TRIBUN BALI -
Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari
Klungkung, Meyer V Simanjuntak
membaca berkas tebal di atas meja
kerjanya, Senin (26/2).

la tampak

serius

mengamati berkas yang merupakan
berita acara pemeriksaan saksi-
saksi terkait kasus yang sedang
didalami oleh pihak Kejari Klung-
kung,

Setelah menunggu beberapa bu-
lan, Kejari Klungkung akhirnya
menerima surat balasan dari Ba-
dan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP). Hasilnya,
ditemukan unsur kerugian negara
terhadap beberapa kegiatan realisa-
si APBDes di Desa Satra, Kecamat-
an Klungkung tahun 2015.

"Kami terus dalami kasus ini de-
ngan meminta keterangan saksi-
saksi, termasuk aparat desa dan
per ekel sebagai saksi.

ke lapangan," kata Meyer V Siman-
juntak, Senin (26/2). |

Sejak kasus bergulﬂ' Kejari telah
memeriksa 30 saksi dntuk mendu-
kung pembuktian dugaan penye-
lewengan realisasi APBDes Satra
tahun 2015. Hasil au t;’dari BPKP

turun akhir tahun 2017, dan dite-

" mukan unsur kerugian negara.

akhir tahun 2017 dan kasusnya

"Kebetulan  hasil F’KP turun
dilanjutkan tahun 2018 ini karena

memang ditemukan adanya unsur
kerugian negara. Tapi belum saya

bisa sampaikan sekarang berapa
unsur kerugian negara dari kasus
itu karena kita belum tetapkan ter-
sangka," jelas Meyer. |
la tidak menampik ihwal kemung-
kinan ada lebih dari satu tersang-
ka dalam perkara tersebut. Meyer
membeberkan, dugaan kerugian
negara dalam kasus
tersebut diawali
- dari te-
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muan kejaksaan karena Shanva
dugaan mark up atau penggelem- '
bungan anggaran terhadap bebe- S
rapa kegiatan pembangunan fisikk ari 2016
realisasi APBDes Satra. - eKejari Klungkung m
_ "Ada dugaan mark up dibebera- : b |Sinyaamenyor51’f_.éu
qpakegjatan salah satunya pemba- * Ni Made Ratnadi
ngunan balai desa. Ada puluhan L e
~ kegiatan realisas di tahun 2015 di 0Keiari.me|akukén:penyelidil€an
 desa setempat yang kami teliti. Rin- pulkan bukti dan keterangan sal
karena proses penyidikan masih s Ty
erlanj\ t. Tapi kami tinggal cari si- « Kejari Klungkung berkoo
~ apa-siapa yang bertanggung jawab " dengan BPKP mencari
. dalam kasus ini," kata Mayer. '

la _ kerugian nega
Sementara itu, Perbekel Desa ' R AR
Satra, Ni }Madew*Ria!;nadi menga-
;  BPKP menyatakan

ada unsur keyugian

bisa dinilai mas arakat,
{;ﬁasy:araka‘tj kan belum
tahu aturan,” ujarnya.
ugaan kasus penyelewengan
realisasi APBDes Satra bermu-
"la dari surat kaleng
yang diterima Keja-
ri Klungkung tahun
2016. Surat tersebut
menyoroti kinerja

- Minta Pertimbangar
Hukum Pid

la pun tidak menampik, penge-

GDNA mendalami kasus ini, Ke-

Perbekel Desa Satra,
- Ni Made Ratnadi yang

lola keuangan desa
tahun 2015. Ratnadi
membantah seluruh

jari Klungkung perkoordinasi de-
ngan ahli pidana dari Universitas
Udayana. Hal ini untuk meleng-
kapi alat bukti sebelum Kejari
menetapkan tersangka dalam ka-
sus tersebut. "Kami sudah bersu-
rat ke Unud, dan menunggu ba-
lasannya. Kami berkoordinasi

tuduhan yang tercan-  gengan ahli pidana dari Unud un-
tum di surat kaleng  tuk melengkapi alat bukti," kata
tersebut. (mit) ‘Meyer.

ngan nyelewengan karena Sis-
temnya masih manual. Setelah
tahun 2017, dibuatlah sistem ke-
uangan desa oleh kementerian
sehingga lebih ketat sebagai ben-
tuk antiSipasi penyelewengan
anggaran desa. "Saat ini sistem-
nya sudah elektronik untuk meng-
antisipasi penyelewengan peng-
gunaan anggaran," jelasnya. (mit)

lolaan APBDes saat itu {ntan de-
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